BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laut Cina Selatan merupakan salah satu kawasan mantim paling strategis

sangat aktif dalam membentuk hukum perbatasan alternatif di Laut Cina Selatan
melalui berbagai strategi, salah satunya adalah konstruksi wacana hukum (Song
& Kim, 2024, pp. 663-665), Tiongkok mengandalkan kekuatan instrumen
hukum dan diplomasi untuk memperkuat klaimnya (Fatmawati & Aprina,
2019). Tiongkok berusaha membangun legitimasi intemnasional atas Klaim-



klaimnya, sekaligus menantang norma-norma yang telah mapan dalam hukum
laut internasional. Salah satu contoh nyata adalah penerapan “Nine-Dash Line™
yang menjadi dasar klaim historis Tiongkok di Laut Cina Selatan, meskipun
klaim ini telah ditolak oleh Putusan Pernuenent Court af Arbitration (PCA) pada
tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum
dolam UNCLOS (Pomé: & Cuj.ml,-’ﬂ'ﬁl;._m,-.%ﬁ]. Dalam membangun narasi
klaim temmngmwm‘gmnmhh dan memanfaatkan
memaon politik mmhhmk sejak era kekaisaran hingga masa modemn.

Pasco putusan” arbitrase 2016, strategi penyebaran narasi hukum oleh
w mulai semakin sistematis dan konsisten mw narasi
hukum yang mendukung klaimnya dan menolak legitimasi keputusan tersebut.
baik melalui publikasi dokumen msmi, pernyataan diplomstik, maupun
partisipasi dalam forum-forum internasional (Zhang, 2019. p. 46). Tiongkok
juga aklif melakukan negosiasi bilaternl dengan negara-negara pengklaim
Jainnya. serta mendorong pembem:.ﬂmn Cole dﬂmﬁﬂ{(’uﬂ]iﬁ Laut Cina
Selatan ber: N, Dalam proses ini, Tiongkok berupays memasukkan

elemen-elemen pormatif yang sejalan dengan bﬂpen!.mgm nasionalnya,

sehingga dapat mempengurubi pembentulan norma internasional di kawasan
tersebut (Pomés & Coicaud, 2021, pp. 7-11).

Salah satu pendekatan vang digunakan Tiongkok dalam memperfuas dan
mempertzhankan klaimnya adalah strategi fawfare, yaitu pengeunaan hukum
sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnva. Lowfare digunakan

dalam komeks legislasi domestik dan penyebaran narasi hukum secam



internasional untuk memperkuat klaim wilayahnya, Dalam kerangka ini,
Tiongkok menegakkan hukum, membentuk, dan menyebarluaskan hukum
alternatif yang mendukung kepentingannya melalui strategi diskursif
(Schultheiss, 2023, pp. 3-6).

masyarskat Tiongkok bahwa Laut Cina Selata

domestik dan internasional. Dalam wacana yang mereka bangun, sejarah dan
memori politik dijadikan pondasi untuk menjustifikasi klsim maritim, yang
pada akhirnya menjadi dasar pembentukan hukum perbatasan maritim alternatif
yang mereka dorong di Laut Cina Selatan. Tindakan Tiongkok ini menunjukkan

bahwa memori politik merupakan narasi sejurah dan sumber daya strategis



dalam membentuk norma internasional serta mempengaruhi tatanan hukum
global (Callahan, 2015, pp. 17-18).

Kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa strategi Tiongkok dalam
membentuk hukum perbatasan maritim alternatif Lowt Cina Selstan telah
menimbulkan berbagai reaksi dan komunitas internasional. Negara-negara
pengklaim Lainnya; Séperti Filipiia dan Vietnant menolak klaim Tiongkok dan
berupayn memperkuat posisi mereka melilui jalur hukum internasional dan
diplomasi multilateral (Adi, 2020, p. 46). Sementaa itv, Amerika Serikat dan
‘negara-pegurn Barat lsinmya mendukung penegnkan hukum  internasional
hm UNCLOS dan menentang segala bmmk ﬁndﬂmiquhﬂk yang

sebagai organisasi regional juga menghadapi tantangan dalsm membangun
‘konsensus di antara anggotanya terkait 1su Laut Cina Selatan, m:ﬂp'#ﬁdﬂnyﬁ
perbodain kepentingan dan tingkat ketergantungan ekonomi ferhadap Tiongkok
(Sunoto et al., 2023, p. §).

Oleh karena itu. penelitian ini penting dilakukun karena selama ini memori
politik belum banyak dikaji sebagai variabel strategis dalam pembentukan
hukum maritim nilmffmﬁlmﬁhm Kajian ini tidak hanya
bermanfanst untuk n'bemahaml dinsmika Laut Cina Selatan, tetapi juga
memberikan kontribusi  signifikan  bagi  pengembangon teori  hubungan
internasional dan hukum internasional, khususnya terkait perzn memorn politik
dalam proses pembentukan norma global. Selain itu. penelitian ind juga dapat

memberikan wawasan strategis bagi para pembual kebijakan dalam



merumuskan langkah-langkah efektif untuk menghadapi perubahan norma di
kawasan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas. terdapat pertanvaan penelitian

1.3.2  Manfaat Penullsan
Manfaat penelitian ini secara akademis terletak pada kontribusinya
dalam memperkaya literatur hubungan internasional, khususnya mengenai
peran memori politik dalam pembentukan kebijakan luar negeri dan hukum

intemasional. Penelitian ini juga diharapkan dapal memberikan wawasan



yang berguna bagi para pembuat kebijakan, diplomat, dan praktisi hubungan
internasional di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara untuk memahami
strategi Tiongkok dan merumuskan respons yang tepat terhadap upaya
pembentukan hukum perbatasan maritim alternatif di Laut Cina Selatan.
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian
waritim dan dinamika politik di

berbagai penelitian yang relevan, guna menunjukkan posisi dan
kontribusi penelitian ini dalam literatur yang sudah ada, dan di akhiri dengan
kerangka berfikir.

BAB 111 Metode Penelitian: Bab ini menguraikan pendekatan dan metode

penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian. teknik pengumpulan data,



dan metode analisis data. Penjelasan ini penting untuk menunjukkan validitas
BAB IV Analisis dan Pembahasan: Bab ini merupakan bagian inti dari skripsi
yang menyajikan hasil temuan don onalisis mendalam terhadap strategi
konstruksi wacana hukum oleh Tiongkok. Pembshasan difokuskan pada
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